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nggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan sejumlah atau besaran

pendapatan dan pengeluaran, sebagai hasil keputusan, rencana kerja pembangunan

daerah, otorisasi pengeluaran yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah
sebagai pihak pengguna anggaran. Anggaran menjadi sumber evaluasi kerja anggota dewan,
sumber ukuran atau standar evaluasi kinerja ,sekaligus menjadi alat memotivasi satuan kerja
pemerintah daerah dan alat kordinasi dari semua aktifitas kinerja pemerintahan. Secara kese-
luruhan proses anggaran menjadi peluang utama bagi tiap anggota dewan perwakilan rakyat
daerah untuk memajukan kepentingan warga daerah pemilihan yang diwakilinya.

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerin-
tah pusat dan pemerintah daerah melahirkan paradigama baru dalam pengelolaan keuangan
daerah dan anggaran daerah. Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada
kepentingan warga masarakat daerah, tuntutan bagi orientasi perilaku kerja anggota dewan
perwakilan rakyat daerah untuk memajukan aspirasi rakyat.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli (PAD) daerah merupakan
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah, yang ber-
tujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otono-
mi darah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapapatan Belanja Negara (APBN), yang
terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khu-
sus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalan mendanai
kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan
pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antara dae-
rah-daerah.

A. LATAR BELAKANG MASALAH Hal ini ditegaskan dalam konsideran undang-undang

Kemauan politik daerah-daerah di Indonesia un-
tuk mendapatkan hak dan kewajiban politik mengatur
sendiri daerahnya telah diwujudkan oleh pemerintah
pusat dengan undang-undang tentang pemerintahan
daerah nomor 32 tahun 2004. Dengan undang-un-
dang ini daerah-daerah otonom berhak dan berke-
wajiban mengolah sumber daya pembangunan, yaitu
sumber daya manusia dan sumber daya alam diber-
dayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

nomor 32 tahun 2004 bagian a, disebutkan; “Bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ses-
uai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,
pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningka-
tan, pelayanan,pemberdayaan dan peran masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan mem-
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perhatikan prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya mengenai apa yang menjadi hak
dan kewajiban daerah-daerah otonom, diatur dalam
undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 21 sam-
pai 23 berbunyi sebagai sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mem-

punyai hak;

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin-
tahanya;

b. Memilih pimpinan daerah;

c. Mengelola aparatur daerah;

d. Mengelola kekayaan daerah;

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f.  Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sum-

ber daya alam dan sumber daya lainnya;

g. Medapatkan sumber-sumber pendapatan yang
lain yang sah dan

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam per-
aturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mem-
punyai kewajiban:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, ke-
satuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan
Negara Republik Indonesia;

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
Mengembangkn kehidupan demokrasi;
Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum
yang layak;

Mengembangkan sistem jaminan social;
Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
Mengembangkan sumber daya produktif didae-
rah;

Melestarikan lingkungan hidup;

Mengelola administrasi kependudukan;

. Melestarikan nilai social budaya;

Membentuk dan menerapkan peraturan perun-
dang-undangan sesuai dengan kewenangan;
Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan pe-
rundang-undangan.
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Hak dan kewajiban sebagai mana dimaksud psa-
sal 21 dan 22 tersebut diatas diwujudkan dalam ben-
tuk rencana kerja pemerintah dan dijabarkan dalam
bentuk pendapatan,belanja, dan pembiayaan daerah
yang dikelola dalam sistim pengelolaan keuangan
daerah, selanjutnya sistim pengelolaan keuangan
daaerah dilakukan secara efisien, efektif, adil, patut
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dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah di-
pandang dari aspek perundang-undangan sebagai
landasan hukumnya, telah membuka peluang ke-
pada daerah dengan seluas-luasnya memberdayakan
dirinya untuk membangun, dan sangat menentukan
adalah lembaga-lembaga pemerintahan sebagai pe-
megang mandat dari rakyat.Lebih khusus bagi tiap
anggota dewan perwakilan rakyat daerah, perun-
dangan yang berlaku telah menempatkan paradigma
baru sebagai pewujud amat rakyat.Sehingga perilaku
kerja setiap anggota dewan perwakilan rakyat yang
sebelumnya telah bersedia dengan keinginan sendiri
berjanji dengan rakyat, bahwa bekerja membangun
untuk kepentingan rakyat, dengan sendirinya harus
menunjukan hasil kinerja yang sesuai dengan janji
itu.

Untuk mengetahui proses kinerja anggota de-
wan perwakilan rakyat daerah terhadap alokasi ang-
garan daerah yang berhubungan dengan visi dan misi
rakyat daerah pemilihan yang diwakili, maka dilak-
sanakan penelitian ini dengan judul:Kinerja Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kota ManadoDalamPe-
nyusunanAPBD Mewujudkan Aspirasi Masyarakat.

Judul ini menarik perhatian jika melihat kondi-
si obyektif yang berkaitan dengan janji politik
atau kontrak politik antara wakil dan yang diwakili
sewaktu kampanye pemilihan, dan pewujudan janji
politik, apakah dilaksanakan sebagai mana mesti-
nya? Untuk membuktikannya maka penelitian perlu
dilaksanakan, dan menetapkan lokasi penelitian di
Kota Manado sesuai dengan APBD tahun 2012 kota
manado, banyak hal yang akan dibahas terutama pos
anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, pem-
bangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum
sehingga secara garis besar bahwa anggota DPRD
kota manado belum maksimal untuk memperjuang-
kan pos anggaran dalam APBD agar berpihak kepada
rakyat,sesuai dengan aspirasi masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut
diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat diru-
muskan sebagai berikut:

I. Program-program apa saja yang berhubungan
dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat
mendapatkan alokasi anggaran yang diperjuang-
kan oleh anggota dewan perwakilan rakyat Kota
Manado sebagai aspirasi rakyat daerah pemili-
hannya?

II. Bagaimana kinerja anggota dawan perwakilan
rakyat Kota Manado memperjuangkan program-
program aspirasi warga daerah pemilihan, sam-



pai mendapatkan alokasi anggaran?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Untuk mengetahui program-program pem-
bangunan yang meningkatkan kesejahter-
aan rakyat sebagai aspirasi rakyat yang di-
perjuangkan oleh anggota dewan perwakilan
rakyat Kota Manado disetiap daerah pemili-
han yang diwakili.

b. Untuk mengetahui kinerja anggota dewan
Kota Manado dalam proses memperjuang-
kan aspirasi warga daerah pemilihan menjadi
program pembangunan, sampai mendapat-
kan alokasi anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep-konsep
I. Konsep Kinerja

Kinerja adalah terjemahan dari kata perfor-
mance adalah fungsi dari kesanggupan (ability) dan
motivasi (motivation), kesanggupan dan kemampuan
digambarkan oleh kapabilitas dan teknik, yang mem-
berikan indikasi sampai seberapa jauh performance
tersebut (Katz at.al, 1982 ). Sampai seberapa jauh
kapabilitas tersebut dapat diciptakan tergantung pada
tingkat mana individu atau kolompok dapat dimoti-
fasikan untuk menghasilkan kemampuannya. Dalam
oganisasi performance, dihasilkan dari argregat us-
aha-usaha individu dan kolompok untuk mencapai
tujuan. Menurut (Robins,2006) performance atau
kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan
atau ability (A), motivasi atau motivation (M) dan
kesempatan atau aportunity (O), yaitu kinerja sama
dengan (A x M x O), artinya kenerja merupakan
fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan.
Dengan demikian kinerja adalah kesediaan seseorang
atau kolompok orang untuk melakukan sesuatu keg-
iatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung
jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika
dikaitkan dengan performance sebagai kata benda
(noun) dimana salah satunya ialah hasil dari suatu
pekerjaan (thing done), pengertian performance atau
kinerja adalah hasil kerja sesuai dengan wewenang
dan tanggung-jawab masing-masing dalam upaya
pencapaian tujuan organisasi secara legal , tidak me-
langgar hukum dan tidak bertentangan dengan moral
dan etika.

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak
berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan Kinerja
adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang se-
cara keseluruhan selama periode tertentu didalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan bergagai

kemungkinan (Griffin, 2007), seperti standar hasil

kerja, target atau sasaran, criteria yang telah ditentu-

kan terlebih dahulu dan telah ditetapkn bersama. Jika
dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemah-
an dari kata performance, yang menurut The Scripner

— Bantam English Dictionary terbitan Amerika Seri-

kat (1979), berasal dari kata “to perfom” dengan be-

berapa “ entries” yaitu : (1) melakukan, menjalank-

an, melaksanakan ( to do or carry out, execute); (2)

memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat

(to discharge of fulfil, as now); (3) melaksanakan

dan menyempurnakan taggungjawab ( to execute or

complete on anderstanding); dan (4) melakukan ses-
uatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin ( to
do what is expected of a person machine).

Beberapa pengertian tentang kinerja di uraikan
dibawabh ini, yaitu:

1. Kinerja berasal dari kata “job performance” atau
“actual performance”yaitu unjuk kerja atau
prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh ses-
eorang dalam melaksanakan tugas sesuai den-
gan tanggungjawab yang diberikan kepadanya
(Mangkunegara, 2000).

2. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dica-
pai dan merujuk padatindakan pencapaian serta
pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta
(Stolovich dan Keeps, 2002)

3. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelom-
pok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan
dan penyempurnaannya sesuai dengan tang-
gung jawabnya dengan hasil seperti yang di-
harapkan ( Rivai dan Basri, 2005).

4. Kinerja dapat dilihat dari keterkaitan pekerjaan
yang dilakukan dengan misi atau sasaran suatu
organisasi ( Suastha, 2002).

5. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi
dan kemampuan. Untuk melaksanakan tugas,
seseorang harus memiliki derajat kesediaan
dan tingkat kemampuan tertentu. Kesedian dan
keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif
tanpa memahami dengan jelas tentang apa yang
akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan-
nya ( Hersey dan Blanchard, 2002 ).

6. Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan
dalam melaksanakan tugas serta kemamouan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan
yang diinginkan dapat dicapai dengan baik
(Gibson et.al, 1997).

. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkn merupak-
an salah satu tolok ukur kinerja individu. Ada
tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja
individu, yakni : (1) tugas Individu; (2) perilaku

~
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Individi; dan (3) ciri individu (Robbins, 2006).

8. Kinerja merupakan hasil kerja yang bersifat
kongkrit, dapat diamati dan dapat diukur. Jika
kita mengenal tiga macam tujuan yaitu, tujuan
organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai,
maka kita juga mengenal tiga macam kinerja,
yakni : kinerja organisasi, kinerja unit, dan kin-
erja pegawai ( Irawan, 2000).

9. Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari
pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan
oleh individu, kelompok maupun organisasi
(Schermerhorn, et. al, 2001).

10. Kinerja individu adalah bagaimana seseorang
mengerjakan pekerjaannya atau unjuk kerjanya.
Kinerja pegawai yang meningkat akan turut me-
ningkatkan prestasi organisasi tempat pegawai
yang bersangkutan bekerja, sehingga sasaran
organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai (
Sedarmayanti, 2001).

2. Konsep Anggaran Negara.

Keuangan Negara adalah hak dan kewajibn
Negara yang dapat dinilai dengan uang , demikian
juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Subagio (1991).
Selanjutnya disebutkan hak negaera meliputi:

a. Hak menciptakan uang;

Hak mendatangkan hasil;

Hak melakukan pungutan;

Hak meminjam;

Hak memaksa;

Kewajiban Negara meliputi, menyelenggara-
kan tugas Negara demi kepentingan masyarakat dan
membayar hak-hak tagihan pihak ketiga.

Sedangkan menurut M. Marsono dalam Sub-
agio, (1991): “Anggaran adalah suatu rencana pe-
kerjaan keuangan yang pada suatu fihak mengandung
jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang
mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan
Negara pada suatu masa depan dan pada fihak lain
merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang
mungkin dapat diterima dalam masa tersebut.”

Maka anggaran merupakan:

Suatu rencana yang diperlukan oleh Negara un-
tuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya
yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan
disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat
guna membelanjakan pengeluaran tersebut.

Jadi anggaran Negara merupakan:

- Kebijaksanaan pemerintah yang tercermin ke-
dalam angka-angka
- Rencana pemasukan untuk mebiayai pengelu-
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aran

- Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun
yang lalu

- Menunjukkan sector yang diperioritaskan

- Menunjukan maju mundurnya pencapaian sasa-
ran

- Merupakan petunjuk dari pemerintah untuk
melaksanakan kebijaksanaannya selama satu ta-
hun mendatang

Menurut Simmonsdalam Subagio , (1991)
fungsi anggaran Negara adalah sebagai berikut:

1). Fungsi hukum tata Negara;

Tiap-tiap bab-anggaran ditetapkan dengan
undang-undang tersendiri.Rancangan undang-un-
dang anggaran bagi pemerintah merupakan sebuah
alat untuk memperoleh otorisasi dari parlemen un-
tuk melakukan pengeluaran sampai jumlah maksimal
tertentu dean karena itu juga untuk mengambil tinda-
kan-tindakan yang menghendaki pengeluaran. Fung-
si memili (keuzefunctie) yaitu menimbang-nimbang
kepentingan, memutuskan berapa jumlah uang yang
hendak dikeluarkan untuk berbagai kegiatan dilaku-
kan oleh pemerintah pada waktu menyampaikan ran-
cangan undang-undang.“Staten general” menjalank-
an fungsi memilihnya dengan jalan amandemen dan
menerima atau menolak rancangan-rancangan un-
dang-undang itu.Memberikan otorisasi (dan pilihan
yang terkandung didalamnya) adalah tujuan primer
suatu anggaran.

2). Fungsi teknis pengurusan:

Anggaran harus menjadikan dasar untuk
menjalankan pengurusan yang tertib dan serasi (doel-
matig) dan dengan itu sekalian landasan untuk mem-
berikan perhitungan dan pertanggungjawapan oleh
para pengurus dan untuk melaksanakan pengawasan.
Fungsi teknis pengurusan ini disebut juga fungsi
makro-ekonomis.

3). Fungsi makro ekonomis;

Anggaran merupakan landasan dari kebijak-
sanaan (beleid) yang ditujukan pada perkembangan
yang seimbang dari pada rumah- tangga masyarakat.
Dalam hal ini terutama yang ialah hal yang menen-
tukan tingkat belanja nasional (nationale bestiding-
en) yang dianggap pantas (geoorloofd) dalam tahun
yang mendatang dan sehubungan dengan itu menen-
tukan jumlah pengeluaran Negara, jumlah pajak dan
pendapatan lainnya, serta kekurangan (deficit) yang
mungkin ada.

Fungsi tersebut menimbulkan masaalah teknis
anggaran yang memiliki dua aspek yaitu: (1) prose-
dur anggaran dan, (2) susunan anggaran.

Prosedur anggaran dalam arti luas sering
disebut juga sebagai siklus anggaran yang terbagi



dalam urutan sebagai berikut:

(a) Persiapan anggaran oleh kekuasaan eksekutif.

(b) Menyampaikan anggaran kepada kekuasaan
pembuat undang-undang, diikutioleh pemba-
hasan dan penetapan parlementer.

(c) Pelaksanaan dengan jalan melaksanakan (ef-
fectuering) dan administrasi pengeluaran dan
penerimaan.

(d) Pemeriksaan perhitungan oleh sebuah lembaga
yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

(e) Penetapan perhitungan anggaran oleh pembuat
undang-undang dengan decharge bagi kekua-
saan eksekutif.

B. PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PE-
NYUSUNAN APBD

Proses perencanaan anggaran daerah yang ber-
orientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga
elemen penting yang saling berkaitan dan terinte-
grasi.( Mardiasmo, 2002). Ketiga elemen tersebut
adalah:

1) Masyarakat;

2) DPRD;

3) Pemerintah Daerah;

Paradigma baru perencanaan anggaran pendapa-
tan dan belanja daerah (APBD) menuntut adanya
akuntabilitas publik.Berkaitan dengan hal tersebut,
sesuai amanat perangkat perundang-undangan yang
baru, DPRD memiliki peran dan kewenangan yang
lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebel-
umnya.Subtansi pokok dalam perencanaan angga-
ran dan pendapatan daerah adalah peran dan fungsi
DPRD dalam penentuan arah dan kebijakan umum
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sesuai dengan paradigma baru yang berkem-
bang saat ini, bahwa dewan perwakilan rakyat dae-
rah mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang pent-
ing dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan daerah. Fungsi perencanaan hendaknya
sudah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat sejak
proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyara-
kat hingga penetapan arah dan kebijakan umum ang-
garan dan pendapatan belanja daerah serta penentuan
strategi dan prioritas anggaran pendapatan dan belan-
ja daerah. Sedangkan fungsi pengawasan hendaknya
dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah pada
saat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan angga-
ran pendapatan dan belsnja daerah. Berikut ini akan
dipaparkan secara garis besar beberapa hal tentang
posisi, peran, tugas dan fungsi dewan perwakilan
rakyat daerah yang strategis dalam perencanaan dae-
rah.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan un-
tuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat
sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar
penentuan arah dan kebijakan umum anggaran
pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan aspira-
si murni (kebutuhan dan keinginan riil ) masyarakat,
bukan sekedar aspirasi politik. Penjaringan aspirasi
masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi
yang harus dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat.
Penjaringan aspirasi masyarakat tersebut merupakan
salah satu tahap penting sebelum arah dan kebijakan
umum anggaran pendapatan dan belanja daerah
ditetapkan dan dilaksanakan.

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penjaringan
Aspirasi Masyarakat

Proses penjaringan aspirasi masyarat antara lain
melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1) Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pe-
megang wewenang utama dan penyalur semua
aspirasi masarakat yang juga merupakan badan
legislatif;

2) Perangkat daerah, terdiri atas sekretaris daerah,
dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta
lembaga pengelola keuangan daerah, sesuai
dengan kebutuhan daerah;

3) Masyarakat, terdiri atas masyarakat pada umum-
nya, tokoh-tokoh masyarakat formal informal,
lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi
frofesi, perguruan tinggi dan organisasi kema-
syarakatan.

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi
rakyat antara lain:

1) Menjaring aspirasi rakyat untuk mendapatkan
berbagai masukan dan informasi tentang ke-
butuhan riil, melalui metode penjaringan aktif.
Bentuk kegiatan dapat berupa: (a) membuat dan
menyebarkan kuesioner,(b) melakukan obser-
vasi lapangan atau survei untuk mendapatkan
aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada
dilapangan, dan(c) mengadakan dialog interak-
tif dengan masyarakat secara langsung.

2) Menjaring aspirasi masyarakat untuk mendapa-
patkan berbagai masukan dan informasi tentang
kebutuhan riil melalui metode penjaringan pa-
sif. Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui
: (a) pembukaan kotak pos khusus yang dapat
menampung surat-surat dari masyarakat dalam
menyalurkan aspirasinya, (b) menyediakan
kotak saran sebagai tempat masyarakat me-
nyampaikan aspirasinya , (¢) membuat web site
khusus dengan fasilitas penerima email dari ma-
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syarakat, (d) menyediakan telepon bebas pulsa
untk menerima aspirasi masyarakat melalui line
telepon.

3) Menjaring aspirasi masyarakat secara reaktif
untuk mendapatkan berbagai masukan dan in-
formasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Ben-
tuk kegiatannya dapat berupa: (a) public hearing
, (b) kegiatan inspeksi mendadak .

4) Merumuskan hasil penjaringan aspirasi ma-
syarakat tersebut kedalam sebuah dokumen as-
pirasi yang memuat aspirasi dan kebutuhan riil
masyarakat.

METODOLOGI PNELITIAN
A. Jenis, obyek, lokasi dan waktu penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah metode deskriptif kwalitatif, ber-
dasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan
dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai.

Metode penelitian deskriftif kualitatif ialah
metode yang digunakan untuk mendapatkan keselu-
ruhan obyek penelitian secara ukurat. Pelaksanaan
penelitian dengan menggunakan metode penelitian
deskriftif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi
analisis dan interprestasi tentang arti data tersebut,
selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan
menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong,
2000).

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah para
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kota Manado
periode 2009-2014, dan program-program pem-
bangunan yang diprakarsai oleh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat kota Manado tahun anggaran
2012 untuk memajukan kesejahteraan rakyat daerah
pemilihannya. Lokasi penelitian di kantor Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Manado dan pada lokasi
proyek-proyek pembangunan yang ada terdapat pada
wilayah daerah pemilihannya di kota Manado. Pene-
litian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012sam-
pai dengan bulan Desember 2012.

B. Fokus penelitian
Yang menjadi fokus penelitian ini adalah

1.  Program kerja anggota DPRD dalam menam-
pung dan menindak lanjuti aspirasi ma-
syarakat

2. Memperjuangkan pos anggaran di APBD tahun
2012 sesuai dengan aspirasi masyarakat .Serta
hal-hal lain yang nantinya akan berkembang se-
lama proses penelitian berlangsung
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C. Infoman Penelitian

Menurut Soemanto (2003), bahwa dalam pene-
litian dengan pendekatan deskriptif kualitatif penen-
tuan jumlah informan tidak ada ukuran mutlak. In-
forman dipilih dengan tujuan mendeskripfikan suatu
gejala sosial atau masalah social tertentu berdasar-
kan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling
bertujuan (purposive sampling).

Informan penelitian ini seluruhnya 35(empat pu-
luh) Orang, dipilih hanya anggota dewan perwakilan
rakyat kota Manado yang telah memperjuangkan as-
pirasi rakyat pada daerah pemilihannya.

D. Sumber Data
1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini di
peroleh dari sejumlah anggota dewan perwakilan
rakyat daerah kota Manado, yaitu: hanya mereka
yang telah memperjuangkan aspirasi pembanguanan
rakyat daerah pemilihannya, diantara 40 orang ang-
gota dewan perwakilan rakyat dearah kota Manado
ditentukan sebagai informan sampel penelitian. Data
yang diperoleh lewat informan, disintesiskan den-
gan data observasi dan telaah dokumen dan lain-lain
yang peneliti anggap sudah representasi.
2. Data Sekunder

Dari data yang ada diadakan penelitian

terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan
penelitian. Penelusuran dokumen yang tersedia sep-
erti laporan dan dokumen yang ada di kantor dewan
perwakilan rakyat daerah kota Manado dan pada
proyek-proyek yang sedang dilaksanakan dan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 ini. Dalam
hal ini yang berkaitan dengan permasalahan dan tu-
juan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Lofland (dalam Moleong, 2000), berpendapat
bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Dengan
demikian jenis datanya dapat berupa kata-kata dan
tindakan, sumber data tertulis dan statistik. Mengacu
pada pendapat ini, maka yang menjadi metode data
dalam penelitian ini ialah:

1). Penelitian Kepustakaan (Library Reserch)

Data dalam penelitian ini sebagian didasarkan
pada buku-buku, laporan para ahli dan berbagai lit-
erature yang berfungsi sebagai landasan teoritik dan
sebagai referensi atau tinjauan pustaka yang berkai-
tan dengan masalah penelitian ini.

2). Penelitian Lapangan (Field Research)



Dalam penelitian kualitatif, instrument utama
ialah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, maka
peneliti menggunakan alat bantu berupa catatan la-
pangan (field note) dan pedoman wawancara (inter-
view guide).

3). Observasi (Obsevation)

Yaitu pengamatan peneliti yang dilakukan dilo-
kasi penelitian, dalam rangka mengetahui perilaku
kerja aparatur negara dalam pelaksanaan tugasnya.
4). Wawancara (interview)

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk keperluan peneliti, maka teknik yang

akan dicapai ialah mengacu pada teknik pemeriksaan
keabsahan data, antara lain :
1). Ketekunan Pengamatan

Yaitu peneliti berusaha menemukan ciri-ciri
dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan
dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemu-
dian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara
rinci.
2). Uraian Rinci

Yaitu cara melaporkan penelitian dengan
teliti dan cermat yang dapat menggambarkan kon-
teks tempat penelitian diselenggarakan, dengan tetap
mengacu pada focus penelitian. Langkah ini dilaku-
kan sejakpengajuan data, analisis terhadap data sam-
pai pada saat penyusunan bagian penutup.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis model interaktif dari
Miles dan Heuberman (2001), yakni analisis data
yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sam-
pai selesainya penelitian secara bersamaan, yaitu se-
bagai berikut :
1). Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan
dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.
Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirang-
kum, dipilih hal-hal yang pokok, dipokuskan pada
hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau po-
lanya yang terfokus pada masalah yang dikaji.
2). Display Data

Langkah ini memudahkan peneliti melihat gam-
baran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari
penelitian. Dengan kata lain, hal ini merupakan pen-
gorganisasian data kedalam bentuk tertentu, yakni
sistimatis dan sederhana dengan sosoknya yang leb-
ih mantap dan utuh.

3). Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif

dilakukan secara terus menerus sepanjang proses

penelitian berlangsung sejak awal dan selama proses
pengumpulan data, peneliti menganalisis data yang
dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan
persamaan, hal-hal yang sering timbul dan berkaitan
dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian

a. Informan S.L. (umur 49 Tahun ) Dapil IV
Singkil Tuminting, mengatakan bahwa memper-
juangkan aspirasi masyarakat sampai mendapatkan
alokasi anggaran, diajukan pada setiap kesempatan
melalui jalur prosedur perencanaan, proses peren-
canaan dan mekanisme perencanaan pembangunan.
Dimulai dari MUSREMBANG ( Musyawarah Peren-
canaan Pembangunan ) yang dilaksanakan ditingkat
kelurahan, dihadiri oleh unsur-unsur; tokoh-tokoh
masyarakat, LSM (lembaga swadaya masyarakat),
OM (organisasi kemasyarakatan) dan pemerintah ke-
lurahan. Bermusyawarah tentang apa saja pemban-
gunan yang diusulkan untuk mendapatkan alokasi
anggaran dalam APBD ( Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah ) Kota Manado. Hasil musyawarah
tingkat kelurahan dikirim ke Kecamatan untuk di
musyawarahkan tingkat Kecamatan, hasil musy-
awarah kemudian dikirim keinstansi terkait yaitu
dinas yang secara teknis menjadi bidangnya. Dalam
hal ini misalnya yang diusulkan pembuatan jalan,
maka diajukan pada Dinas Pekerjaan Umum, pem-
bangunan sekolah diajukan pada Dinas Pendidikan,
kalau pembangunan rumah sakit diajukan pada dinas
Kesehatan dan sebagainya. Dinas — dinas tersebut
secara teknis membuat gambar rancangan bangunan
dan perhitungan jumlah anggaran tiap unit proyek
yang diajukan tersebut. Kemudian oleh Dinas — Di-
nas tersebut sebagai satuan kerja pemerintah Kota
Manado, mengajukan usulan pembangunan terse-
but kepada Badan Perencanaan Daerah Kota Mana-
do ( Bapeda ) yang kemudian dengan kendali Wali
Kota dibuat menjadi Pra RAPBD ( Pra Rancangan
Pendapatan Dan Belanja Daerah ). Selanjutnya di-
katakan bahwa Rancangan Pendapatan Dan Belan-
ja Daerah (RAPBD) tersebut disampaikan Kepada
DPRD Kota Manado yang kemudian akan dibahas
melalui persidangan- persidangan Dewan Kota Ma-
nado. Pertama oleh komisi — komisi melakukan pem-
bahasan sesuai bidang masing-masing komisi, kemu-
dian dilanjutkan persidangan yang diikuti semua alat
kelengkapan dewan sampai pada rapat paripurna. Se-
lanjutnya disetujui bersama pemerintah ( Wali Kota
) dan DPRD Kota Manado menjadi APBD Kota Ma-
nado yang sah.

b. Informan B.D. ( umur 43 tahun ) Dapil IV
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Singkil Tuminting, mengatakan bahwa memper-
juangkan aspirasi rakyat sifatnya wajib bagi setiap
anggota Dewan Kota Manado. Oleh sebap itu telah
diatur didalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Ma-
nado bahwa bagi anggota DPRD yang ingin menyer-
ap aspirasi masyarakat dapat dilakukan pada masa
reses. Dalam masa reses ini setiap anggota dewan
Kota diberi kesempatan turun lapangan menyerap as-
pirasi masyarakat sebanyak-banyaknya 3 (tiga ) kali
dalam satu tahun anggaran paling lama 6 (hari ) kerja
dalam satu kali masa reses. Dan karena masa reses
ini sudah menjadi ketetapan, maka tersedia anggaran
dalam melaksanakan tugas tersebut. Hasil kerja masa
reses adalah laporan  tertulis yang berisi aspirasi
masyarakat yang kemudian diperjuangkan sampai
berhasil mendapat alokasi anggaran, melalui instansi
dalam hal ini dinas terkait yang juga akan dibahas
dalam persidangan DPRD Kota Manado.

c. Informan F.J.S ( umur 50 tahun ) Dapil I
Sario Malalayang, mengatakan bahwa sebagai wakil
rakyat Kota Manado selalu mengutamakan program
— program pembangunan yang merupakan usulan
masyarakat di daerah pemilihan saya. Oleh sebap
itu saya dipilih lagi oleh masyarakat sebagai ang-
gota DPRD Kota Manado yang kedua kalinya saat
ini.Sudah banyak aspirasi masyarakat yang saya
perjuangkan berhasil mendapatkan alokasi anggaran
pada tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun anggaran
2010 ini saya mengawal aspirasi masyarakat yaitu
proyek pembangunan jalan Sam Ratulangi 19, 20, 21
senilai Rp 635.000.000 dan jalan kayu Bulan Kelu-
rahan Malalayang senilai Rp 211.500.000,. Sekarang
proyek —proyek tersebut sedang dilaksanakan.Selan-
jutnya disampaikan pula bahwa proyek itu diajukan
kepada instansi terkait yaitu Dinas P.U. pada tahun
2009, lalu kemudian diproses menurut prosedur dan
mekanisme perencanaan yang sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.Tentunya
karena ini adalah usulan masyarakat yang saya aju-
kan maka tunduk pada asas kelayakan peruntukan,
skala prioritas dan pemerataan pembangunan. Jadi
bukan ditentukan oleh suara terbanyak dalam persi-
dangan pada komisi-komisi di DPRD Kota Manado.

d. Informan L.B. (umur 37 tahun ) Dapil II Wa-
nea Wenang, mengatakan bahwa aspirasi Masyarakat
ada 2 (dua ) sumber, pertama aspirasi yang langsung
oleh masyarakat sendiri datang di DPRD menyam-
paikannya, kedua aspirasi yang diserap oleh masing-
masing anggota DPRD Kota Manado. Aspirasi — as-
pirasi itu dapat ditampung kemudian dibahas oleh
komisi-komisi sesuai pembidangannya dan dilanjut-
kan dengan persidangan melalui rapat alat kelengka-
pan dewan Kota yang diakhiri dengan keputusan se-
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bagai usul prakarsa DPRD Kota Manado. Keputusan
tersebut dapat diajukan kepada Wali Kota melalui
pertemuan tahap konsultasi untuk dapat dimasukan
pada rancangan pra RAPBD, yang kemudian pada
akhirnya akan dibahas bersama-sama di DPRD Kota
Manado dan disitujui bersama oleh Wali Kota Ma-
nado dan DPRD Kota Manado.

e. Infoman M.D.B. (umur 41 tahun ) Dapil V
Tuminting Bunaken mengatakan bahwa aspirasi
masyarakat itu kalau ditampung sangat banyak, dan
pada dasarnya kami sebagai wakil rakyat mempun-
yai kewjiban moral untuk memperjuangkannya. Akan
tetapi karena anggaran yang tersedia terbatas, maka
tidak semua aspirasi dengan serentak mendapatkan
olokasi anggaran dalam satu tahun, semuanya dilak-
sanakan secara bertahap. Oleh sebap itu aspirasi yang
diserap pemerintah Kota Manado dan yang diserap
oleh pihak DPRD Kota Manado diadakan proses
pembahasan, untuk menyaring dan memilih aspirasi
mana yang termasuk dalam skala prioritas, patut dan
layak, hal yang mendesak harus, pemerataan pem-
bangunan dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan
bahwa belanja tidak langsung untuk tahun 2010 ini
berjumlah Rp 477.183.819.995 adalah belanja pem-
bangunan infra struktur Kota Manado yang patut dan
layak serta merupakan prioritas untuk dibangun saat
ini.

f. Informan M.S. ( umur 41 tahun ) Dapil I Sa-
rio Malalayang mengatakan bahwa telah memper-
juangkan aspirasi masyarakat yaitu pembuatan jalan
Perum Dolog dengan anggaran Rp 225.550.000 dan
jalan kompleks Puskesmas Bahu tembus Kampus
Unsrat dengan anggaran Rp 150.345.000. Selanjut-
nya dikatakan bahwa proyek-proyek tersebut dia-
jukan secara mandiri kepada dinas terkait yaitu Di-
nas Pekerjaan Umum Kota Manado yang kemudian
didukung oleh Komisi C, sekarang proyek tersebut
sedang dilaksanakan.

g. Informan H. P. (umur 43 tahun ) Dapil III
Tikala mengatakan bahwa telah memperjuangkan
aspirasi masyarakat yaitu pembuatan jalan hot mix
Bukit Moria Tikala Baru dengan jumlah anggaran Rp
440.850.000; Selanjutnya dikatakan bahwa proses
yang ditempuh sampai aspirasi masyarakat tersebut
mendapat alokasi anggaran, pertama sebelum dibuat
Rencana Pendapatan Dan Belanja Daerah ( RAPBD)
oleh pihak pemerintah, diadakan konsultasi dengan
dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota
Manado. Pada saat itu dititipkan aspirasi masyara-
kat tersebut untuk dapat dimasukan sebagai rencana
kerja dinas, yang kemudian masuk menjadi bagian
dari RAPBD. Kedua ketika RAPBD dibahas oleh
DPRD Kota Manado, dilakukan konsultasi dengan



teman-teman Komisi yang terkait dan Badan Ang-
garan untuk dapat menerima proyek tersebut.Dengan
demikian, usaha yang dilakukan secara mandiri sam-
pai proyek tersebut berhasil diperjuangkan.

h. Informan A. R. ( umur 43 tahun ) Daerah
Pemilihan Tuminting Bunaken, mengatakan bahwa
telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yaitu
pembangunan jembatan Mahau dengan anggaran
Rp 400.000.000, dan saluran jalan kelurahan Islam
dengan anggaran Rp 150.000.000. Bagaimana cara
memperjuangkannya dilakukan secara mandiri den-
gan inisiatif sendiri melalui konsultasi langsung den-
gan dinas terkait dan dengan teman-teman sesama
anggota DPRD. Konsultasi dijalankan jauh sebelum
dibuat RAPBD, kemudian dilakukan koordinasi se-
cara terus menerus sampai ditetapkan menjadi APBD
Kota Manado.

1. Informan J. K. ( umur 47 tahun ) Dapil III
Tikala mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang
diserap oleh setiap anggota DPRD Kota Manado
dapat dihimpun melalui komisi-komisi untuk dilaku-
kan pembahasan. Hasil pembahasan mejadi saran
dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kota Manado yang disampaikan oleh Badan Angga-
ran DPRD Kota Manado kepada Wali Kota Manado
dalam mempersiapkan RAPBD 5 ( lima ) bulan sebe-
lum ditetapkannya APBD Kota Manado. Dan kalau
aspirasi yang masuk setelah APBD berjalan, maka
aspirasi itu dapat diajukan dalam mempersiapkan
penetapan perubahan dan perhitungan APBD sebe-
lum ditetapakan dalam rapat Paripurna.

J. Informan B. P. ( umur 48 tahun ) Dapil II
Wanea Wenang, mengatakan bahwa pengambilan
keputusan merupakan proses penyelesaian akhir dari
suatu masalah dalam setiap jenis rapat DPRD Kota
Manado, dilakukan secara mufakat atau dengan su-
ara terbanyak. Keputusan yang sah apabila rapat Par-
ipurna memenuhi kourum, yaitu rapat dihadiri oleh
sekurang-kuranya 2/3 dari anggota DPRD Kota Ma-
nado yang hadir untuk menetapkan Peraturan Daerah
dan Anggaran Dan Pendapatan Daerah, dan disetu-
jui oleh 2 ( setengah ) anggota DPRD Kota Manado
yang hadir. Untuk meberhentikan Wali Kota dan
atau Wakil Wali Kota, kourum 3/4 (tiga per empat
) anggota DPRD Kota Manado Yang hadir dan di-
setujui oleh 2/3 ( dua pertiga ) anggota DPRD Kota
Manado yang hadir. Rapat Paripurna selain tersebut
diatas kourum dapat dihadiri oleh '% ( setengah ) Ang-
gota DPRD yang hadir dan disetujui dengan suara
terbanyak. Selanjutnya disampaikan apabila aspirasi
masyarakat yang diajukan oleh Anggota DPRD Kota
Manado dan atau diajukan langsung oleh masarakat,
kemudian telah dibahas oleh Komosi yang terkait

dan badan Anggaran, kemudian dalam Rapat Pari-
purna disetujui maka aspirasi tersebut di terima un-
tuk ditindak lanjuti.

k. Informan R.D. (umur 42 tahun ) Dapil V Tu-
minting Bunaken, mengatakan bahwa pembahasan
Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dae-
rah Kota Manado dilakukan 4 ( empat ) tahap pem-
bicaraan. Pertama penjelasan Wali Kota Manado
dalam rapat paripurna; kedua pemandangan umum
fraksi-fraksi dan jawaban Wali Kota ; ketiga pem-
bahasan gabungan Komisi dan badan anggaran yang
dilakukan bersama-sama dengan Wali Kota atau Sat-
uan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk; keempat
pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang
didahului laporan hasil pembicaraan tahap ketiga,
pendapat fraksi-fraksi, pengambilan keputusan.

l. Informan H. N. (umur 41 tahun ) daerah pe-
milihan III Tikala mengatakan bahwa kalau berbi-
cara tentang siapa saja anggota DPRD Kota Manado
dalam tahun anggaran 2012 telah dapat memper-
juangkan aspirasi masyarakat, ada perorangan seki-
tar 10 % dari jumlah anggota DPRD Kota Manado
melakukan secara mandiri. Artinya aspirasi masyara-
kat misalnya membangun jembatan, maka aspirasi
tersebut oleh anggota DPRD secara peribadi sampai-
kan langsung kepada Dinas Pekerjaan umum Kota
Manado dan didukung oleh komisi yang membidan-
gi. Yang kemudian oleh dinas tersebut secara teknis
merancang bangunan dan menghitung anggaran jem-
batan itu, selanjutnya diajukan menjadi rencana ker-
janya kedalam RAPBD usul pemerintah, yang pada
gilirannya diajukan kembali kepada DPRD Kota Ma-
nado untuk dibahas dan disetujui bersama.

m. Informan C.L.R ( umur 47 tahun ) dae-
rah pemilihan IV Singkil Tuminting mengatakan
bahwa sistem perencanaan penbangunan sekarang
dilaksanakan dari bawah. Artinya bahwa pemerin-
tah dalam menyusun rencana pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan jangka menengah
dan rencana pembangunan tahunan harus menyerap
pendapat atau kemauan masyarakat. Oleh sebap itu
saya dalam tahun anggaran 2012 melihat yang mana
aspirasi rakyat didaerah pemilihan saya telah terserap
melalui musyawarah pembangunan daerah  (Mus-
rembang). Jadi saya lakukan memonitor aspirasi itu,
menyetujui dan mengawasinya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas,
maka dapat diuraikan kinerja anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam alokasi
anggaran memajukan aspirasi masyarakat, tahun
anggaran 2012 sebagai berikut :

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Manado wajib menerima pengaduan ma-
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syarakat, wajib menampung aspirasi masyara-
kat dan wajib menindaklanjuti aspirasi masyara-
kat tentang sesuatu permasalahan adalah tugas
dan wewenang DPRD Kota Manado atas perin-
tah undang-undang, jang kemudian ditetapkan
menjadi peraturan tata tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado BAB XV.

2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Mando dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat wajib mempertanggungjawabkan
secara moral dan politis kepada konstituen di
daerah pemilihannya. Pasal 18 peratutan tata
tertib DPRD Kota Manado.

3) Kinerja setiap Anggota D ewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado wajib bekerja
pada waktu dan hari kerja anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kota Manado adalah se-

bagai berikut :

a. hari senin s/d kamis siang : Pkl. 09.00 s/d
16.00 Wita

b. hari Jumat : Pkl. 08.30 s/d 11.00 wita;

c. harisabtu : peninjauan lapangan;

( pasal 68 peraturan tatatertib DPRD Kota
Manado )

4) Bahwakinerja setiap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado tercermin pada ha-
sil rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi dalam
tahun persidangan di mulai tanggal 1 Januari dan
berakhir pada tanggal 31 Desember. Masa per-
sidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
masa sidang paling sedikit 6 (enam) kali dalam
setahun dan masa reses dilaksanakan 3(tiga) kali
dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja
dalam satu kali reses.Masa reses dipergunakan
untuk mengunjungi daerah yang bersangkutan
dan menyerap aspirasi masyarakat yang kemu-
dian menjadi laporan tertulis yang berisi aspirasi
yang perlu ditindak lanjuti. (pasal 60 peraturan
tata tertib DPRD Kota Manado ).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

APBD Kota Manado tahun Anggaran 2012 ber-
jumlah Rp 636.963.961.995 dengan belanja langsung
Rp 184.659.496.569, dan belanja tidak langsung ber-
jumlah Rp 477.183.819.995.Disebut belanja lang-
sung adalah belanja pegawai, yaitu terdiri dari gaji
pegawai dan biaya operasional satuan kerja perang-
kat daerah atau biasa dikenal biaya rutin.Sedangkan
belanja tidak langsung adalah belanja pembangunan
infrastruktur seperti pembuatan jalan, jembatan, ge-
dung, beli mobil sampah dan sebagainya.

Aspirasi masyarakat yang berhasil mendapatkan
alokasi anggaran yang diperjuangkan oleh 4 (empat)
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Orang anggota DPRD Kota Manado, adalah pembua-
tan jalan dan jembatan dengan anggaran berjumlah Rp
2.062.900.000. hanya 0,5% dari Rp 477.183.819.995
belanja pembangunan. Hal ini menunjukan 99,5 %
aspirasi masyarakat diperjuangkan oleh pihak ekse-
hutif (Wali Kota dan jajarannya) melalui MUSREM-

BANG yang dikoordinasi BAPEDA. Sedangkan

aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh pihak

DPRD Kota Manado sangat kecil hanya 0,5 % .
Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa

kinerja Anggota DPRD Kota Manado dalam mem-

perjuangkan aspirasi masyarakat sangat rendah. Hal
ini terjadi di pengaruhi oleh beberapa kendala seb-
agai berikut :

1) Anggota DPRD Kota Manado menetapkan
APBD 2012 prosedurnya dibahas dan ditetap-
kan melalui persetujuan bersama pemerintah
(Wali Kota) dengan DPRD Kota Manado paling
lambat pada akhir Tahun 2011.

2) Sekitar 60 % anggota DPRD Kota Manado be-
lum memahami apa yang menjadi tugas dan
wewenangnya, apa lagi proses, prosedur dan
mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, tahapan pem-
bahasan di DPRD sampai pada persetujuan ber-
sama dengan Wali Kota.

3) Tidak ada sangsi berupa hukuman yang pasti
dan jelas bagi anggota Dewan Perwakilan Raky-
at Daerah Kota Manado yang tidak menjalankan
kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat.
Dalam arti bahwa karena memperjuangkan as-
pirasi rakyat merupakan kewajiban yang diatur
dalam Tata Tertib DPRD Kota Manado maka
harus ada sangsi.

4) Hubungan antara konstituen atau masyarakat
pemilih (terwakil ) dengan Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kota Manado (wakil )
tidak terjalin secara signifikan.

5) Kehadiran dikantor tidak menurut jadwal kerja
yang diatur dalam tata-tertib DPRD Kota Ma-
nado, ruang komisi-komisi sering kosong.

C. Rangkuman Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh seb-
agaimana disajikan dalam display data maka hasil
penelitian dapat dirangkum sebagai berikut :

_Hasil penelitian menunjukan terdapat hanya 4
( empat ) orang Anggota DPRD Kota Manado yang
berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat sam-
pai mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD
tahun anggaran 2010, dari 40 (empat puluh) orang
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ma-
nado. Sedangkan 20 orang yang menyerap aspirasi



masyarakat tetapi tidak diperjuangkan, dan 16 orang
tidak menyerap aspirasi masyarakat tidak pula mem-
perjuangkan aspirasi masyarakat.

_Tabel frekwensi menunjukan bahwa anggota
DPRD Kota Manado yang memperjuangkan aspirasi
hanya 10 % yang menyerap dan berhasil, 50% me-
nyerap tapi tidak diperjuangkan, 40 % tidak menyer-
ap aspirasi. Hasil penelitian ini sebagai fakta kinerja
anggota DPRD Kota Manado dalam meperjuangkan
aspirasi masyarakat, sangat rendah.

_Dalam kinerja DPRD Kota Manado setiap
Anggota DPRD sendiri atau berkelompok wajib
memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan
peraturan tata tertib DPRD Kota Manado.

_Dalam proses rancangan pembahasan Ren-
cana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (
RAPBD),aspirasi masyarakat dapat di usulkan oleh
anggota DPRD Kota Manado pada saat mulai dari
Musyawarah Recana Pembangunan Daerah (MUS-
REMBANG) dilaksanakan di Kecamatan-Keca-
matan, atau langsung ke dinas-dinas terkait, atau
langsung ke Badan Perencanaan Daerah, atau pada
saat pebahasan di DPRD Kota Manado, jauh sebe-
lum ditetapkan menjadi APBD Kota Manado.

_Karena anggaran terbatas maka aspipirasi ma-
syarakat disaring berdasarkan asas skala prioritas,
kepatutan dan kelayakan serta pemerataan pemban-
gunan yang kemudian didukung oleh 2/3 anggota
DPRD Kota Manado yang hadir pada rapat paripurna
dalam pengambilan keputusan.

_Wajib bagi setiap anggota DPRD Kota Ma-
nado turun kedaerah pemilihan untuk menyerap as-
pirasi masyarakat pada reses.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

sebagai jawaban atas rumusan masalah fokus pene-

litian dan tujuan penelitian, maka kesimpulan peneli-
tian ini adalah sebagai berikut :

1. Temuan penelitian menunjukan bahwa kinerja
anggota DPRD Kota Manado dalam alokasi
anggaran memajukan aspirasi masyarakat di-
kategori sangat rendah. Hal ini terjadi karena
40 orang anggota DPRD Kota manado hanya
4 (empat) orang yang berhasil memperjuang-
kan aspirasi masyarakat sampai mendapat-
kan alokasi anggaran. Yaitu program-
program pembuatan jalan dan jembatan dengan
jumlah Rp 2.062.900.000, hanya 0,5% dari Rp
477.183.819.995, belanja pembangunan. Den-
gan demikian 99,5% aspirasi masyarakat di-
perjuangkan oleh pihak eksekutif ( Wali Kota

dan jajarannya) melalui MUSREMBANG yang
dikoordinasi BAPEDA. Sedangkan aspirasi ma-
syarakat yang diperjuangkan oleh DPRD Kota
Manado adalah hanya 0,5%. dari belanja pem-
banguan ( belanja tidak langsung) APBD tahun
anggaran 2010.

2. Dalam kinerja Anggota DPRD Kota Manado,
sendiri atau kelompok wajib menerima, me-
nampung dan menyerap aspirasi masyarakat
serta menindaklanjutinya, ditetapkan men-
jadi peraturan tata tertib DPRD Kota Manado.
Masa Reses digunakan untuk turun ke daerah
pemilihan menyerap aspirasi masyarakat. Un-
tuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dapat
diajukan sendiri atau kelompok, melalui proses
waktu rancangan pembahasan Rencana Angga-
ran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD).
Mulai diajukan pada saat musyawarah peren-
canaan pembangunan (MUSREMBANG), atau
ke dinas-dinas terkait, atau ke Badan Perencana
Daerah (BAPEDA), atau pada saat konsultasi
dengan Wali Kota.Kemudian pada saat pem-
bahasan RAPBD di DPRD Kota Manado oleh
Komisi-komisi, Badan-Badan dan atau Panitia.
Semua berpeluang dan diajukan sebelum APBD
ditetapkan.

B. SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan

kesimpulan tersebut diatas maka dengan penelitian

ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kinerja anggota DPRD
Kota Manado yang dapat memperjuangkan as-
pirasi masyarakat yaitu dapat membaca kebutu-
han riil masyarakat dan mewujudkannya, maka
setiap anggota DPRD Kota Manado segera me-
ningkatkan kompotensinya. Melalui usaha me-
mahami proses, prosedur, mekanisme dan asas
dalam sistem rancangan pembahasan dan pene-
tapan APBD serta implementasi APBD.

2. Diharapkan kepada anggota DPRD kota Ma-
nado untuk meningkatkankinerja dalam hal
menampung dan menindak lanjuti aspirasi ma-
syarakat, terutama pada saat menggunakan
masa reses dengan sebaik-baiknya untuk turun
kedaerah pemilihan dan mendengarkan secara
langsung dari masyarakat mengenai apa saja
kendala yang mereka hadapi.
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